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Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/08/12/pamor-borneo-2024-momentum-pengembangan-

umkm-pariwisata-dan-investasi 

 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan (BI Kalsel) dan 

pemerintah provinsi setempat menggelar Pamor Borneo 2024 sebagai momentum untuk 

mempercepat pertumbuhan perekonomian. 

Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi, 

khususnya Bank Indonesia, atas suksesnya Pamor Borneo 2024 yang digelar di Duta Mal 

Banjarmasin 10-14 Agustus 2024. 

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan Fadjar Majardi di 

Banjarmasin, Senin, mengapresiasi berbagai program yang telah dilaksanakan bersama, 

termasuk peningkatan kualitas investasi, akselerasi ekspor UMKM, dan dukungan 

terhadap pengembangan kawasan wisata Geopark Meratus. 

"Perekonomian Kalsel saat ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dengan 

angka mencapai 4,81 persen pada triwulan II tahun 2024," ujar Fadjar. 

Fadjar menuturkan pertumbuhani tersebut merupakan hasil dari sinergi yang kuat 

antara Bank Indonesia dengan pemerintah setempat serta upaya bersama 

mengembangkan sektor-sektor kunci seperti pertambangan, pertanian, dan industri 

pengolahan. 

Fadjar menyoroti beberapa pencapaian penting dari Pamor Borneo 2024, 

termasuk business matching UMKM yang menghubungkan produk lokal dengan pasar 

Pamor Borneo 2024, Momentum Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM), Pariwisata dan Investasi
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internasional dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek 

investasi besar, seperti pembangunan bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air 

Kusan dengan nilai investasi mencapai Rp2,7 triliun. 

Dia juga berharap kegiatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan citra Kalimantan Selatan pada tingkat 

internasional. 

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengapresiasi 

semua pihak yang telah berkontribusi terutama Bank Indonesia terhadap kesuksesan 

Pamor Borneo 2024. 

Dia menegaskan Pamor Borneo 2024 merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang 

Tahun Provinsi Kalimantan Selatan serta mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan 

Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BWI). 

Acara ini menjadi momentum penting bagi pengembangan sektor UMKM, 

pariwisata, dan investasi di Kalimantan Selatan. 

"Kami terus berkomitmen untuk mempromosikan keindahan Geopark Meratus 

dan meningkatkan daya tarik investasi di daerah ini, dengan dukungan dari berbagai 

pihak. Kami juga berharap Kalsel dapat terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi 

yang berkelanjutan," ujar Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin itu. 

Sahbirin juga meyakini Pamor Borneo 2024 akan memperkuat posisi Kalimantan 

Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Semangat kolaborasi dan sinergi yang terjalin selama acara ini, diharap Sahbirin, 

dapat berlanjut untuk mencapai visi Kalimantan Selatan yang makmur dan sejahtera. 

Diketahui, Pamor Borneo 2024 juga meliputi Pekan QRIS Nasional (PQN) dari 

12-18 Agustus 2024 dan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) dari 1-18 Agustus 

2024, yang bertujuan untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran digital QRIS dan 

edukasi masyarakat mengenai rupiah. 

Acara Puncak Pamor Borneo 2024 digelar dengan meriah di Atrium I Duta Mall 

Banjarmasin, Senin. 

Selain itu, acara ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan Pamor Borneo 

yang dimulai sejak 10-14 Agustus 2024 yang mengangkat tema “Innovative Pathways: 

Driving South Borneo Economic Development with Trade, Tourism, and Investment”. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi 

Kalimantan Selatan ke-74 dengan tema "Niat Diganggam, Barakat Diketam, Kalsel 

Babussalam". 
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APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 


